1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk
menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas. Chambers (dalam Suryawati,
2005 : 1) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu intergrated concept yang
memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (poverty), 2) ketidakberdayaan
(powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), 4)
ketergantungan (dependence), dan 5) keterasingan (isolation) baik secara

geografis maupun sosiologis.

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat
pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan
pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap
ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya

sendiri (Suryawati, 2005 : 1).
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Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

1.

Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di
bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan
pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang
dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.

Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan
pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga

menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.

Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau
masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau
berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif

meskipun ada bantuan dari pihak luar.

Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya
akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya
dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi
seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan. Kemiskinan juga dapat
dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

a. Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam

dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.

b. Kemiskinan buatan, lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi
atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat
menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara

merata.
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Menurut Nasikun (dalam Suryawati, 2005 : 34), beberapa sumber dan proses

penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

a. Policy induces processes, yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan,
direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya adalah
kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.

b. Socio-economic dualism, negara bekas koloni mengalami kemiskinan
karena poal produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah
yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.

c. Population growth, prespektif yang didasari oleh teori Malthus, bahwa
pertambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan pertambahan pangan
seperti deret hitung.

d. Resources management and the environment, adalah unsur
mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen
pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.

e. Natural cycle and processes, kemiskinan terjadi karena siklus alam.
Misalnya tinggal dilahan kritis, dimana lahan itu jika turun hujan akan
terjadi banjir, akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga
tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.

f.  The marginalization of woman, peminggiran kaum perempuan karena
masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan
penghargaan hasil kerja yang lebih rendah dari laki-laki.

g. Cultural and ethnic factors, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang
memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola konsumtif pda petani dan

nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara
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adat atau keagamaan.

h. Exploatif inetrmediation, keberadaan penolong yang menjadi penodong,
seperti rentenir. diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya
kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.

1. Interbational processe, bekerjanya sistem internasional (kolonialisme dan

kapitalisme) membuat banyak negara menjadi miskin.

2. Ukuran Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah
rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari (dari 52
jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada
dilapisan bawah), dan konsumsi non makanan (dari 45 jenis komoditi makanan
sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan
perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis
kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status
fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis kemiskinan.
Penduduk yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan dikatakan dalam

kondisi miskin.

Tingkat kemiskinan didasarkan jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang
disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun dan

dibagi wilayah pedesaan dan perkotaan (Suryawati, 2005 : 4).
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Daerah pedesaan:

Miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 320 kg nilai tukar

beras per orang per tahun.
Miskin sekali, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 240 kg nilai
tukar beras per orang per tahun.

Paling miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 180 kg nilai

tukar beras per orang per tahun.

Daerah perkotaan:

a.

Miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 480 kg nilai tukar

beras per orang per tahun.

Miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 380 kg nilai

tukar beras per orang per tahun.

Paling miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 270 kg nilai

tukar beras per orang per tahun.

Bank Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan seseorang.

Seseorang yang memiliki pendapatan kurang dari US$ 1 per hari masuk dalam

kategori miskin (Suryawati, 2005 : 5).

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mengukur

kemiskinan berdasarkan dua kriteria (Suryawati, 2005 : 5), yaitu:

a) Kiriteria Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) yaitu keluarga yang tidak

mempunyai kemampuan untuk menjalankan perintah agama dengan baik,
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minimum makan dua kali sehari, membeli lebih dari satu stel pakaian per
orang per tahun, lantai rumah bersemen lebih dari 80%, dan berobat ke

Puskesmas bila sakit.

b) Kiriteria Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) yaitu keluarga yang berkemampuan
untuk melaksanakan perintah agama dengan baik, minimal satu kali per
minggu makan daging/telor/ikan, membeli pakaian satu stel per tahun,
rata-rata luas lantai rumah 8 meter per segi per anggota keluarga, tidak ada
anggota keluarga umur 10 sampai 60 tahun yang buta huruf, semua anak
berumur antara 5 sampai 15 tahun bersekolah, satu dari anggota keluarga
mempunyai penghasilan rutin atau tetap, dan tidak ada yang sakit selama

tiga bulan.

Ukuran kemiskinan menurut Foster-Greer-Thorbecke (dalam Todaro, 2003 :

359) :
1| z-yi
i
a = 01,2
Z = Garis kemiskinan
Yi = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang
berada di bawah garis kemiskinan (i=1,2,...,q), yi<z
Q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis
kemiskinan
N = Jumlah penduduk
Jika:

a = 0, maka diperoleh Head Count Index ( Py ), yaitu persentase penduduk

yang berada dibawah garis kemiskinan
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a =1, maka diperoleh Poverty Index ( P:), yaitu indeks kedalaman
kemiskinan, merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-
masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indek,

semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan

a = 2, maka diperoleh Poverty Severity ( P, ), yaitu indeks keparahan kemiskinan,
yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran antara penduduk
miskin. Semakin tinggi nilai indek, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di

antara penduduk miskin.

B. Pertumbuhan Ekonomi

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari
negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada
penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-
penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap
berbagai tuntutan keadaan yang ada (Kuznetz dalam Todaro, 2004 : 21). Menurut
Tarigan (2004 : 27) pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan
pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai

tambah (value added) yang terjadi di wilayah tersebut.

Menurut pandangan kaum historis, diantaranya Friedrich List dan Rostow,

pertumbuhan ekonomi merupakan tahapan proses tumbuhnya perekonomian
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mulai dari perekonomian bersifat tradisional yang bergerak di sektor

pertanian dimana produksi bersifat subsisten, hingga akhirnya menuju
perekonomian modern yang didominasi oleh sektor industri manufaktur. Menurut
pandangan ekonom klasik, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus
dan John Straurt Mill, maupun ekonom neo klasik, Robert Solow dan Trevor
Swan, mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok
barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang
digunakan. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau
berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang
dicapai pada masa sebelumnya (Kuncoro, 2003 : 135). Sedangkan menurut
Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah
proses inovasi, dan pelakunya adalah inovator atau wiraswasta (entrepreneur).
Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya

inovasi oleh para entrepreneur.

Menurut Boediono (1999 : 8), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan
output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan
kenaikan output per kapita dimana ada dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi
output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Output per kapita adalah

output total dibagi dengan jumlah penduduk (Aditya, 2010 : 14).

Menurut Nafziger (dalam Aditya, 2010 : 22), pertumbuhan ekonomi berkaitan

dengan kenaikan produksi suatu negara atau kenaikan pendapatan per kapita
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suatu negara, sedangkan menurut Kuznets (dalam Todaro, 2003 : 99),
pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari
negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada
penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh
adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional

(kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Menurut Todaro (2003 : 92), ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi,

yaitu :

1. Akumulasi modal termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah
(lahan), peralatan fiskal, dan sumber daya manusia (human resources).
Akumulasi modal akan terjadi jika ada sebagian dari pendapatan sekarang
di tabung yang kemudian diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk
memperbesar output di masa-masa mendatang. Investasi juga harus
disertai dengan investasi infrastruktur, yakni berupa jalan, listrik, air
bersih, fasilitas sanitasi, fasilitas komunikasi, demi menunjang aktivitas
ekonomi produktif. Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia
bermuara pada peningkatan kualitas modal manusia, yang pada akhirnya

dapat berdampak positif terhadap angka produksi.

2. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk
dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angka kerja (labor
force) secara tradisional telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam
merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan

kerja semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak
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penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestiknya.

3. Kemajuan Teknologi. Kemajuan teknologi disebabkan oleh teknologi
cara-cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan
pekerjaan-pekerjaan tradisional. Ada 3 klasifikasi kemajuan teknologi,
yakni :

a. Kemajuan teknologi yang bersifat netral, terjadi jika tingkat output
yang dicapai lebih tinggi pada kuantitas dan kombinasi-kombinasi
input yang sama.

b. Kemajuan teknologi yang bersifat hemat tenaga kerja (labor
saving) atau hemat modal (capital saving), yaitu tingkat output
yang lebih tinggi bisa dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau

input modal yang sama

c. Kemajuan teknologi yang meningkatkan modal, terjadi jika
penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan

barang modal yang ada secara lebih produktif.

Pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang
tepat, beberapa alat pengukur pertumbuhan ekonomi antara lain yaitu (Aditya,
2010 : 16):

a. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB), atau di tingkat regional disebut Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB), merupakan jumlah barang dan jasa akhir

yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam

harga pasar. Baik PDB atau PDRB merupakan ukuran yang global sifatnya, dan
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bukan merupakan alat ukur pertumbuhan ekonomi yang tepat, karena belum
dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk yang sesungguhnya, padahal
sesungguhnya kesejahteraan harus dinikmati oleh setiap penduduk di negara atau
daerah yang bersangkutan.

b. Produk Domestik Bruto Per kapita/Pendapatan Per kapita

Produk domestik bruto per kapita atau produk domestik regional bruto per kapita
pada skala daerah dapat digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi yang
lebih baik karena lebih tepat mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu negara
daripada nilai PDB atau PDRB saja. Produk domestik bruto per kapita baik di
tingkat nasional maupun di daerah adalah jumlah PDB nasional atau PRDB suatu
daerah dibagi dengan jumlah penduduk di negara maupun di daerah yang

bersangkutan, atau dapat disebut juga sebagai PDB atau PDRB rata-rata.

Bank Dunia menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB), bukan PDB sebagai
alat ukur perkembangan ekonomi suatu negara. yaitu dengan memperhitungkan
pendapatan bersih dan faktor produksi milik orang asing.

Walaupun PDB atau PNB per kapita merupakan alat pengukur yang lebih baik.
namun tetap belum mencerminkan kesejahteraan penduduk secara tepat, karena
PDB rata-rata tidak mencerminkan kesejahteraan ekonomi yang sesungguhnya
dirasakan oleh setiap orang di suatu negara. Dapat saja angka-angka rata-rata
tersebut tinggi, namun sesungguhnya ada penduduk atau sekelompok penduduk
yang tidak menerima pendapatan sama sekali. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan
unsur distribusi pendapatan di antara penduduk suatu negara. Dengan

memperhatikan unsur distribusi pendapatan itu, maka PDB atau PNB per kapita
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yang tinggi disertai distribusi pendapatan yang lebih merata akan mencerminkan
kesejahteraan ekonomi yang lebih baik daripada bila pendapatan per kapitanya
tinggi namun ada distribusi pendapatan yang tidak merata.

Meskipun demikian, demi sederhananya pengukuran, pendapatan per kapita tetap
merupakan alat pengukur yang unggul dibanding dengan alat-alat pengukur yang

lain.

2. Hubungan Tingkat Kemiskinan Dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan
pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan.
Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar disetiap
golongan masyarakat, termasuk di golongan penduduk miskin (Siregar dan Dwi

Wahyuniarti, 2007 : 23).

Penelitian yang dilakukan Wongdesmiwati (2009 : 18), menemukan bahwa
terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat
kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat
kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan
ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Begitu juga dengan penelitian

yang dilakukan Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2007 : 34)

C. Upah

Upah pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan seseorang, oleh

karenanya upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan
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keluarganya dengan wajar. Sebagai imbalan terhadap tenaga dan pikiran yang
diberikan pekerja kepada pengusaha, maka pengusaha akan memberikan kepada
pekerja dalam bentuk upah. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari
pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau
dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas
dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas
dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk
tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Jadi upah
berfungsi sebagai imbalan atas usaha kerja yang diberikan seseorang tersebut
kepada pengusaha. Upah dibayar oleh pengusaha sesuai atau sama dengan usaha

kerja (produktivitas) yang diberikan kepada pengusaha (Sumarsono, 2003 : 38).

Upah merupakan salah satu unsur untuk menentukan harga pokok dalam
perusahaan, karena ketidaktepatan dalam menentukan besarnya upah akan sangat
merugikan perusahaan. Oleh karenanya ada beberapa faktor penting yang

mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat upah yaitu sebagai berikut :

1. Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja
Untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi dan jumlah tenaga
kerjanya langka, maka upah cenderung tinggi, sedangkan untuk jabatan-
jabatan yang mempunyai penawaran yang melimpah, upahnya cenderung
turun.

2. Organisasi Buruh
Ada tidaknya organisasi buruh serta kuat lemahnya organisasi buruh akan

mempengaruhi tingkat upah. Adanya serikat buruh yang kuat akan
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meningkatkan tingkat upah demikian pula sebaliknya.

3. Kemampuan untuk Membayar
Pemberian upah tergantung pada kemampuan membayar dari perusahaan.
Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi,
tingginya upah akan mengakibatkan tingginya biaya produksi, yang pada
akhirnya akan mengurangi keuntungan.

4. Produktivitas Kerja
Upah sebenarnya merupakan imbalan atas prestasi kerja karyawan. Semakin
tinggi prestasi kerja karyawan, maka semakin besar upah yang mereka
terima. Prestasi kerja ini dinyatakan sebagai produktivitas kerja.

5. Biaya Hidup
Dikota besar dimana biaya hidup tinggi, upah kerja cenderung tinggi. Biaya

hidup juga merupakan batas penerimaan upah dari karyawan.

6. Pemerintah
Pemerintah dengan peraturan-peraturannya mempengaruhi tinggi rendahnya
upah. Peraturan tentang upah umumnya merupakan batas bawah dari tingkat

upah yang harus dibayarkan.

1. Teori Upah Minimum

Dalam pasar tenaga kerja sangat penting untuk menetapkan besarnya upah yang
harus dibayarkan perusahaan pada pekerjanya. Undang-undang upah minimum
menetapkan harga terendah tenaga kerja yang harus dibayarkan (Mankiw, 2006 :

124). Menurut Kaufman (2000 : 55), tujuan utama ditetapkannya upah minimum



memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan
kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat

penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin.

Menurut Rachman (2005 : 75), Tujuan penetapan upah minimum dapat
dibedakan secara mikro dan makro. Secara mikro tujuan penetapan upah
minimum yaitu (a) sebagai jaring pengaman agar upah tidak merosot, (b)
mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan, dan
(c) meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat paling bawah. Sedangkan
secara makro, penetapan upah minimum bertujuan untuk (a) pemerataan

pendapatan, (b) peningkatan daya beli pekerja dan perluasan kesempatan kerja,
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(c) perubahan struktur biaya industri sektoral, (d) peningkatan produktivitas kerja

nasional, (d) peningkatan etos dan disiplin kerja, dan (e) memperlancar

komunikasi pekerja dan pengusaha dalam rangka hubungan bipartite.

Pada awalnya upah minimum ditentukan secara terpusat oleh Departemen Tenaga

Kerja untuk region atau wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Dalam
perkembangan otonomi daerah, kemudian mulai tahun 2001 upah minimum
ditetapkan oleh masing-masing provinsi. Upah Minimum ini dapat dibedakan
menjadi upah minimum regional dan upah minimum sektoral.
1. Upah Minimum Regional
Upah Minimum Regional adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari
upah pokok dan tunjangan tetap bagi seorang pekerja tingkat paling bawah
dan bermasa kerja kurang dari satu tahun yang berlaku di suatu daerah

tertentu.
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Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja : PER-01/MEN/1999 tentang upah
minimum, upah minimum regional (UMR) dibedakan menjadi dua, yaitu Upah
Minimum Regional Tingkat | (UMR Tk. 1) dan Upah Minimum Regional Tingkat
Il (UMR Tk. I1). Namun sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (KEP-226/MEN/2000) tentang perubahan pada pasal 1, 3, 4, 8, 11,
20 dan 21 PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, maka istilah Upah
Minimum Regional Tingkat | (UMR Tk. 1) diubah menjadi Upah Minimum
Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Regional Tingkat I I (UMR Tk. I1) diubah

menjadi Upah Minimum Kabupaten /Kota (UM kab/kota).

2. Upah Minimum Sektoral
Upah minimum sektoral adalah upah yang berlaku dalam suatu provinsi
berdasarkan kemampuan sektor. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga
Kerja : Per-01/MEN/1999 tentang upah minimum, upah minimum sektoral
dibedakan menjadi Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat | (UMSR Tk.

I) dan Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I I (UMSR Tk. I1).

Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (KEP-226/MEN/2000) tentang perubahan pada pasal 1,
3,4,8,11,20dan 21 PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, maka terjadi
perubahan istilah Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I (UMSR Tk. I)
menjadi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral
Regional Tingkat II (UMSR Tk. II) diubah menjadi Upah Minimum Sektoral

Kabupaten /Kota (UMS Kab/Kota).
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Variabel-variabel yang mempengaruhi upah minimum regional (UMR) Tingkat |
dan Il sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999,
adalah sebagai berikut : Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), Indeks Harga
Konsumen (IHK), kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan,
tingkat upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah,
kondisi pasar kerja, dan tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per

kapita.

2. Hubungan Tingkat Kemiskinan Dengan Upah Minimum

Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup
minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah
minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan
rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum
akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga

meningkat dan sehingga terbebas dari kemiskinan (Kaufman, 2000 : 60).
D. Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujutkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
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Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat
berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggung jawab.

Adapun jalur pendidikan sebagai berikut :
1. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang
yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Jenjang pendidikan

formal:

a. Pendidikan dasar, merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang
pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD)
dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta
Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTSs),
atau bentuk lain yang sederajat.

b. Pendidikan menengah, merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan
menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan
menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah
Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang
sederajat.

c. Pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan
menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana,

magister, spesialis, dan doctor yang diselenggarakan oleh pendidikan

tinggi.
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Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi,

institut, atau universitas.

2. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang
dapat dilaksanakan secara tersetruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal
diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan
yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan
formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan ini
meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan
kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan,

dan lain-lain.

3. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang
berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan formal diakui
sama dengan pendidikan formal dan non formal setelah peserta didik lulus

ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable
development), sektor pendidikan memainkan peranan yang sangat strategis
khususnya dalam mendorong akumulasi modal yang dapat mendukung proses
produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Secara definisi, seperti yang dilansir
dalam World Commision on Environmental and Development, 1997 oleh
McKeown (dalam Satria, 2008 : 4), bahwa Sustainable Development adalah:
“Sustainable development is development that meets the needs of the present

without comprimising the ability of future generations to meet their own needs.”



40

Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang
berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapai,
sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih
baik. Di sisi lain, dengan pendidikan, usaha pembangunan yang lebih hijau
(greener development) dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan juga

mudah tercapai.

1. Pembangunan Modal Manusia Melalui Pendidikan

Analisis atas investasi dalam bidang pendidikan menyatu dalam pendekatan
modal manusia. Modal manusia (human capital) adalah istilah yang sering
digunakan oleh para ekonom untuk pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia
yang lain yang dapat meningkatkan produktivitas jika hal-hal tersebut
ditingkatkan. Pendidikan memainkan kunci dalam membentuk kemampuan
sebuah negara untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan
kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan

(Todaro dan Smith, 2004 : 93).

Pembangunan modal manusia diyakini tidak hanya dapat meningkatkan
produktivitas dan pertumbuhan, namun juga berperan sentral mempengaruhi
distribusi pendapatan di suatu perekonomian. (Becker dalam Satria, 2008 : 4).
Logika ini jugalah yang mendorong strategi pengentasan kemiskinan yang
bersentral pada pentingnya pembangunan modal manusia (human capital).
Romer (dalam Satria, 2008 : 4), menjelaskan bahwa modal manusia tidak hanya

diidentifikasi sebagai kontributor kunci dalam
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pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan, namun juga mendorong tujuan
pembangunan untuk meningkatkan human freedom secara umum. Selain itu,
fokus perkembangan global saat ini yang dicatat dalam millennium development
goals juga telah memposisikan perbaikan kualitas modal manusia dalam prioritas

yang utama.

2. Hubungan Tingkat Kemiskinan Dengan Pendidikan

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama
dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (human capital) dan
mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas
manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan
akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan
dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi
tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan
meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya.
Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan memperkerjakan
tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan
bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi bagi yang bersangkutan. Di sektor
informal seperti pertanian, peningkatan ketrampilan dan keahlian tenaga kerja
akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil
mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang memiliki
produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang

diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya.
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Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses
mereka untuk memperoleh pendidikan (Sitepu dan Bonar M, 2004 : 21).
Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan
memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan
keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat
manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan.
Hal tersebut harusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya

mencerdaskan bangsa (Suryawati, 2005 : 128).

Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008 : 37), di dalam penelitiannya menemukan
bahwa pendidikan yang diukur dengan jumlah penduduk yang lulus pendidikan
SMP, SMA, dan diploma memiliki berpengaruh besar dan signifikan terhadap
penurunan jumlah penduduk miskin. Ini mencerminkan bahwa pembangunan
modal manusia (human capital) melalui pendidikan merupakan determinan

penting untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.

E. Pengangguran

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja,
yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu,
tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan (Sukirno, 2004 : 355).

Adapun jenis-jenis pengangguran sebagai berikut :

1) Jenis-Jenis Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya:

a. Pengangguran Alamiah
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Pengangguran yang berlaku pada tingkat kesempatan kerja penuh.
Kesempatan kerja penuh adalah keadaan dimana sekitar 95 persen dari
angkatan kerja dalam suatu waktu sepenuhnya bekerja. Pengangguran
sebanyak lima persen inilah yang dinamakan sebagai pengangguran
alamiah.

b. Pengangguran Friksional
Suatu jenis pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seorang pekerja
untuk meninggalkan pekerjaannya dan mencari kerja yang lebih baik atau
lebih sesuai dengan keinginannya.

c. Pengangguran Struktural

Pengangguran yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi. Tiga sumber
utama yang menjadi penyebab berlakunya pengangguran sturtural adalah:

1) Perkembangan teknologi.

Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat permintaan
barang dari industri yang memproduksi barang-barang yang kuno
menurun dan akhirnya tutup dan pekerja di industri ini akan
menganggur. Pengangguran ini disebut juga sebagai pengangguran
teknologi.

2) Kemunduran yang disebabkan oleh adanya persaingan dari luar
negeri atau daerah lain. Persaingan dari luar negeri yang mampu
menghasilkan produk yang lebih baik dan lebih murah akan
membuat permintaan akan barang lokal menurun. Industri lokal
yang tidak mampu bersaing akan bangkrut sehingga timbul

pengangguran.
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3) Kemunduran perkembangan ekonomi suatu kawasan sebagai akibat

dari pertumbuhan yang pesat dikawasan lain.

d. Pengangguran Konjungtur
Penganguran yang melebihi pengangguran alamiah. Pada umumnya
pengguran konjungtur berlaku sebagai akibat pengurangan dalam
permintaan agregat. Penurunan permintaaan agregat mengakibatkan
perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau gulung tikar, sehingga

muncul pengangguran konjungtur.

2) Jenis-Jenis Pengangguran Berdasarkan Cirinya (Sukirno, 2004 : 330) :

a. Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat penambahan pertumbuhan
kesempatan kerja yang lebih rendah daripada pertumbuhan tenaga kerja,
akibatnya banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Menurut
Badan Pusat Stsatistik (BPS), pengangguran terbuka adalah adalah penduduk
yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan
sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki
pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

b. Pengangguran Tersembunyi

Keadaan dimana suatu jenis kegiatan ekonomi dijalankan oleh tenaga kerja
yang jumlahnya melebihi dari yang diperlukan.

c. Pengangguran Musiman

Keadaan pengangguran pada masa-masa tertentu dalam satu tahun.

Penganguran ini biasanya terjadi di sektor pertanian. Petani akan
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mengganggur saat menunggu masa tanam dan saat jeda antara musim tanam
dan musim panen.

d. Setengah Menganggur

Keadaan dimana seseorang bekerja dibawah jam kerja normal. Menurut
Badan Pusat Statistik (BPS), di Indonesia jam kerja normal adalah 35 jam
seminggu, jadi pekerja yang bekerja di bawah 35 jam seminggu masuk dalam

golongan setengah menganggur.

1. Dampak Pengangguran

Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah
tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat
penggunaan tenaga kerja penuh dapat tercapai. Penganguran berdampak
mengurangi pendapatan masyarakat, sehingga akan menurunkan tingkat

kemakmuran yang mereka capai.

Ditinjau dari sudut individu, pengangguran menimbulkan berbagai masalah
ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Keadaan pendapatan
menyebabkan para penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya.
Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial
selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kepada kesejahteraan
masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Sukirno,

2004 : 360).
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2. Hubungan Tingkat Kemiskinan Dengan Pengangguran

Menurut Sukirno (2004 : 360), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi
pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran
yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena
menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam
kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu
negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu terjadi dalam prospek

pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

F. Tinjauan Empirik

Sebelum melakukan penelitian ini penulis melakukan kajian dan mempelajari
lebih dalam terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik
yang diangkat oleh penulis. Berikut ini adalah ringkasan-ringkasan penelitian

terdahulu yang dijadikan rujukan pada penelitian ini :



Tabel 2. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No Nama Judul Variable Penelitian Metode Analisis Hasil

1 Rasidin K. Dampak Investasi Tingkat Kemiskinan, Computable Hasil dari penelitian ini adalah investasi
Sitepu dan Bonar | Sumberdaya Manusia Petumbuhan Ekonomi, General sumberdaya manusia berdampak langsung
M. Sinaga Terhadap Petumbuhan Investasi Pendidikan dan Equilibrium (CGE), | pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.
(2005) Ekonomi dan Kemiskinan | Investasi Kesehatan dan Foster-Greer- | Investasi kesehatan dan investasi

Di Indonesia Thorbecke Method | pendidikan sama-sama dapat mengurangi
kemiskinan, namun investasi kesehatan
memiliki persentase yang lebih besar.

2 Hermanto Dampak Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin, Metode Estimasi Hasil dari penelitian ini adalah variabel
Siregar dan Dwi | Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Ekonometrika Data | pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif
Wahyuniarti Penurunan Jumlah Inflasi, Populasi Penduduk, | Panel dan signifikan terhadap jumlah penduduk
(2008) Penduduk Miskin Pendidikan, Pangsa Sektor miskin walaupun dengan pengaruh yang

Pertanian dan Pangsa
Sektor Industri

relatif kecil. Variabel inflasi dan variabel
populasi penduduk berpengaruh positif dan
signifikan, sedangkan variabel pangsa
sektor pertanian dan pangsa sektor industri
secara signifikan berpengaruh negatif
terhadap jumlah penduduk miskin. Variabel
yang berpengaruh negatif paling besar dan
signifikan terhadap jumlah penduduk
miskin adalah pendidikan.

Ly



Tabel 3. Ringkasan Penelitian Terdahulu ( Lanjutan)

No Nama Judul Variable Penelitian Metode Analisis Hasil
3 | Wongdesmiwati | Pertumbuhan Ekonomi Jumlah Penduduk Miskin, Analisis Regresi Hasil dari penelitian ini adalah variabel
(2009) dan Pengentasan Jumlah Penduduk, Berganda jumlah penduduk berpengaruh positif dan
Kemiskinan di Indonesia | Pertumbuhan Ekonomi, signifikan terhadap jumlah penduduk
Angka Melek Huruf, Angka miskin. Variabel pertumbuhan ekonomi dan
Harapan Hidup, variabel angka melek huruf berpengaruh
Penggunaan Listrik dan negatif dan signifikan terhadap jumlah
Konsumsi Makanan penduduk miskin. Variabel angka harapan
hidup, penggunaan listrik, dan konsumsi
makanan tidak signifikan berpengaruh
terhadap penduduk miskin.
4 Adit Agus P Analisis Faktor-Faktor Tingkat kemiskinan, Analisis Panel Berpengaruh secara signifikan terhadap
(2010) Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Data (Pooled tingkat kemiskinan adalah variabel
Tingkat Kemiskinan Regional, Upah minimum | Data) pertumbuhan ek(_)nomi, upah minimum,
kabupaten/kota, pendidikan, dan tingkat pengangguran.
Pendidikan dan
Pengangguran
5 |Busra(2012) Analisis Faktor-Faktor PDRB, Pengangguran dan | Regresi Linier Semua variable memberikan pengaruh

Yang Mempengaruhi

Kemiskinan di Aceh

Pendidikan

Berganda

terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Dari
tiga variable yang digunakan terdapat dua
varibel yang memiliki pengaruh yang
signifikan yaitu variable PDRB dan Un-
Employment, sementara variable pendidikan
berpengaruh tetapi tidak signifikan.
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Tabel 4. Ringkasan Penelitian Terdahulu ( Lanjutan )

No Nama Judul Variable Penelitian Metode Analisis Hasil
6 | Yarlina Yacoub | Pengaruh Tingkat Tingkat Pengangguran dan | Regresi Linier Tingkat pengangguran berpengaruh
(2012) Pengangguran terhadap | Tingkat Kemiskinan signifikan terhadap tingkat kemiskinan
Tingkat Kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan
Kabupaten/Kota Barat. Data empiris menunjukkan pola
di Provinsi Kalimantan hubungan yang tidak selalu searah antara
Barat tingkat  pengangguran  dan  tingkat
kemiskinan.
7 Dicky Wahyudi | Analisis Kemiskinan di Pengangguran, Analisis Data Panel | Variabel kesehatan, pendidikan dan

dan Tri Wahyu R
(2013)

Jawa Tengah

Pertumbuhan Ekonomi,
Kesehatan, Pendidikan dan
Pengeluaran Pemerintah

(Pooled Data)

pengeluaran pemerintah signifikan dan
berpengaruh negatif terhadap tingkat
kemiskinan di Jawa Tengah. Hal ini berarti
setiap peningkatan pada variabel
pendidikan, kesehatan dan pengeluran
pemerintah akan menyebabkan tingkat
kemiskinan turun. Sedangkan untuk
variabel pengangguran signifikan dan
berpengaruh positif terhadap tingkat
kemiskinan, artinya ketika jumlah
pengangguran meningkat maka tingkat
kemiskinan akan juga meningkat. Namun
untuk variabel pertumbuhan ekonomi tidak
signifikan secara statistik mempengaruhi
tingkat kemiskinan.
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